SALINAN

BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

|
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG

NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG

| PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor
8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah| Tahun Anggaran 2025, maka Peraturan
Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor
10 Tahun 2025| tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,
perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun
2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



3-

9.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran NegaraTRepublik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 teTtang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran
Negara Republik ﬁndonesia Nomor 7015);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahurl 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republikxmndonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah| Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Peraturan Daerah Nomor S Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung
Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Klungkung Nomor 5);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Semesta Berencana
Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Kabupaten Klungkung Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7);

Peraturan Daeralh Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Semesta Berencana
Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah
Kabupaten Klunigkung Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);



12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Klungkung Nomo% 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

1

1‘ Pasal I

|

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun
2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Klungkung Tahun 2024 Nomor 28) sebagaimana telah diubah
dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun
2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Klungkung Tahun 2025 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

|
1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

\ Pasal 3

Anggaran Pendélpatan Daerah tahun anggaran 2025
direncanakan sepesar Rp1.543.744.389.319,00 (satu triliun
lima ratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh
empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus
sembilan belas rupiah), yang bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah;

b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4

(1) Anggaran [Pendapatan Asli Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar
Rp601.963.812.018,00 (enam ratus satu miliar sembilan
ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu
delapan belas rupiah), yang terdiri atas:

a. pajak daerah;

b. retribusi i{aerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
dan

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.



(2)

(3)

(4)

()

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp207.655.626.474,00 (dua
ratus tujuh milyar enam ratus lima puluh lima juta enam
ratus dua puiuh enam ribu empat ratus tujuh puluh
empat rupiah).

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp323.450.857.247,00
(tiga ratus dua puluh tiga miliar empat ratus lima puluh
juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat
puluh tujuh rupiah).

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
sebagaimana | dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan  sebesar Rp9.808.569.393,00 (sembilan
milyar delapan ratus delapan juta lima ratus enam puluh
sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp61.048.758.904,00 (enam puluh satu miliar empat
puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu
sembilan ratus empat rupiah).

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 5

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar
Rp941.780.242.035,00 (sembilan ratus empat puluh
satu miliar tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus
empat puluh dua ribu tiga puluh lima rupiah), yang
terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp807.293.896.000,00 (delapan ratus tujuh miliar dua
ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan
puluh enam ribu rupiah).

Pendapatan @ Transfer Antar Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp134.486.346.035,00 (seratus tiga puluh empat miliar
empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat
puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah).



. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| Pasal 6

(1) Anggaran La“jn-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 3 huruf c
direncanakan sebesar Rp335.266,00 (tiga ratus tiga
puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam rupiah),
yang terdiri atas;
a. pendapatan hibah; dan
b. Lain-lain | pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp335.266,00 (tiga ratus
tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam

rupiah).
(3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.0,00 (nol rupiah).

. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

|
| Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
direncanakan sebesar Rp1.615.605.265.954,48 (satu triliun
enam ratus lima belas miliar enam ratus lima juta dua ratus
enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh empat
rupiah empat puluh delapan sen), yang terdiri atas:

a. belanja operasi‘;

b. belanja modal;

c. belanja tidak terduga; dan

d. belanja transfer.

. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (S5) Pasal 8
diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

‘ Pasal 8

(1) Anggaran Belénja Operasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar
Rp1.302.913.833.629,37 (satu triliun tiga ratus dua
miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus tiga
puluh tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah
tiga puluh tujuh sen), yang terdiri atas:

a. belanja pegawai;

b. belanja bdrang dan jasa;
c. belanja bunga;

d. belanja hibah; dan

e. belanja bantuan sosial.



(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3)

(4)

(4)

()

huruf a direncanakan sebesar Rp776.342.403.133,00
(tujuh ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus empat
puluh dua juta empat ratus tiga ribu seratus tiga puluh
tiga rupiah).

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp424.030.142.500,37 (empat ratus dua puluh empat
miliar tiga puluh juta seratus empat puluh dua ribu lima
ratus rupiah tiga puluh tujuh sen).

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp3.319.597.400,00 (tiga
milyar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus sembilan
puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp96.058.690.596,00
(sembilan pul{;lh enam milyar lima puluh delapan juta
enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus sembilan
puluh enam rpiah).

Belanja bantuln sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.163.000.000,00
(tiga milyar seratus enam puluh tiga juta rupiah).

7. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat
(7) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 9

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar
Rp141.227.291.242,11 (seratus empat puluh satu milyar
dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh
satu ribu dua ratus empat puluh dua rupiah sebelas sen),
yang terdiri atas:

belanja modal tanah;

belanja modal peralatan dan mesin;

belanja modal gedung dan bangunan;

belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

belanja modal aset tetap lainnya; dan

belanja modal aset lainnya.

Belan_]a Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp121.992.780,00 (seratus
dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua
ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

mo a0 o



(A)

(6)

(7)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp35.485.990.(?95,11 (tiga puluh lima miliar empat ratus
delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh
ribu sembilan puluh lima rupiah sebelas sen).

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana
dimaksud padé{ ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp45.515.633.169,00 (empat puluh lima miliar lima ratus
lima belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus
enam puluh sembilan rupiah).

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp57.006.562.930,00 (lima puluh tujuh miliar enam juta
lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh
rupiah).

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp2.932.112.268,00 (dua milyar sembilan ratus tiga
puluh dua juta seratus dua belas ribu dua ratus enam
puluh delapan rupiah).

Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp165.000.000,00
(seratus enam puluh lima juta rupiah).

8. Ketentuan Pasal| 10 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf c¢ direncanakan sebesar
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

?. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 11

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar
Rpl161.464.141.083,00 (seratus enam puluh satu milyar
empat ratus enam puluh empat juta seratus empat
puluh satu ribu delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri
atas:

a. belanja bagi hasil; dan

b. belanja bantuan keuangan.

Belanja bagllz hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp36.547.889.083,00
(tiga puluh enam milyar lima ratus empat puluh tujuh

juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan
puluh tiga rupiah).



(3)

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp124.916.252.000,00 (seratus dua puluh empat
milyar sembilan ratus enam belas juta dua ratus lima
puluh dua ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal | 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan = sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar
Rp82.224.983.223,48 (delapan puluh dua milyar dua
ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan
puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah empat
puluh delapan sen), yang terdiri atas sisa lebih
perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya,;

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp82.223.983.223,48 (delapan
puluh dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta sembilan
ratus delapanf,puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga
rupiah empat puluh delapan sen).

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

11. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 15

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan
anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya
defisit sebesa:[3 Rp71.860.876.635,48 (tujuh puluh satu
milyar delapan ratus enam puluh juta delapan ratus
tujuh puluh elfam ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah

empat puluh delapan sen).

Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan | terhadap pengeluaran pembiayaan
direncanakan sebesar Rp71.860.876.635,48 (tujuh
puluh satu milyar delapan ratus enam puluh juta
delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tiga
puluh lima rupiah empat puluh delapan sen).

12. Ketentuan Lampiran [ diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



|
13. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercagntum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpi!sahkan dari Peraturan Bupati ini.

14. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagiap tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini. |

15. Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

16. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan
bagian tidak terpigsahkan dari Peraturan Bupati ini.

17. Ketentuan Lampiran VI diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagign tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini. '

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerahi Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tangeal 11 September 2025,

BUPATI KLUNGEUNG,

TTD

I MADE SATRIA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 11 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

TTD

ANAK AGUNG GEDE LESMANA
BEERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025 NOMOR 21



